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ABSTRAK

Semua saksi, pelapor, dan korban memerlukan perlindungan hukum.
Perlindungan khusus kepada saksi, pelapor, dan korban diberikan oleh Negara
untuk mengatasi kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan harta
bendanya, termasuk keluarganya. Perlindungan itu terbagi dua hal perlindungan
hukum dan perlindungan khusus terhadap ancaman. Perlindungan hukum dapat
berupa kekebalan yang diberikan kepada pelapor dan saksi agar tidak dapat
digugat atau dituntut secara perdata. Tentu dengan catatan, sepanjang yang
bersangkutan memberikan kesaksian atau laporan dengan itikad baik atau yang
bersangkutan bukan pelaku tindak pidana itu sendiri. Kebanyakan masyarakat
yang melihat sesuatu peristiwa enggan menjadi saksi karena ada kekhawatiran
akan menjadi korban atas tindak kekerasan seseorang. Ketakutan tersebut timbul
karena belum adanya jaminan keselamatan diri bagi saksi yang mau menceritakan
suatu peristiwa yang dilihat atau disaksikannya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan mempergunakan
pendekatan normatif (legal research) untuk memperoleh data sekunder dan
pendekatan empiris (yuridis empiris), untuk memperoleh data primer melalui
penelitian lapangan (library research).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan Perlindungan Saksi dan
korban dalam penegakan hukum pidana menurut Undang-Undang No. 13 Tahun
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah terdiri dari Penghargaan atas
harkat dan martabat manusia, asas rasa aman, asas keadilan.

Asas Perlindungan saksi dan korban di dalam Undang-undang Nomor 13
Tahun 2006 dan kaitannya dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia yaitu berasaskan pada Keterangan saksi sebagai salah satu alat
bukti di dalam KUHAP.

perlindungan saksi dan korban dalam sistem hukum pidana Indonesia
sudah lebih membaik walaupun dalam KUHAP memang tidak mempunyai
ketentuan yang secara khusus, rinci dan lengkap yang mengatur tentang hak-hak
saksi termasuk saksi korban dalam proses peradilan pidana, akan tetapi bukan
berarti dalam hukum di Indonesia tidak ada ketentuan-ketentuan yang mengatur
perlindungan saksi dan korban.

Kata Kunci: Saksi, Korban, Asas Perlindungan
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap masyarakat menggunakan hukum dan lembaga-lembaga pidana
untuk ﬁempertah:mkan ketertiban dan keadilan maupun untuk melindungi hak
dari gangguan orang lain. Meski demikian, prosedur dan sanksi proses pidana
memperkokoh kebebasan individu yang dituduh dan dihukum karena melakukan
kejahatan. Invasi terhadap kebebasan semacam itu dibenarkan bila diperlukan
untuk melindungi masyarakat tetapi hanya bila dan pada taraf yang sunguh-
sungguh diperlukan. Bagaimanapun, proses pidana merupakan ancaman paling
besar terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas hidup dan kebebasan.'

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu tonggak
dari hak Asasi Manusia dan memiliki posisi penting bagi berbagai jenis hak dan
kebebasan lainnya. Untuk hal itulah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)
mengesahkan sebuah kovenan khusus mengenai ini dalam Konfrensi Kebebasan
Informasi di Jenewa 1948.>

Pembuatan formulasi dari pasal yang memuat kebebasan berpendapat dan
berekspresi dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia itu melibatkan proses
pengumpulan semua formulasi yang ada dalam konstitusi-konstitusi nasional
seperti layaknya rancangan-rancangan yang dipersiapkan oleh asosiasi-asosiasi
dan organisasi-organisasi umum, privat dan ilmiah; abstraksi dari semua elemen-

elemen itu hanya terlihat penting dalam sebuah instrumen dunia tetapi

! Elsam (Lembaga Study dan Advokasi Masyarakat), Op. Cit, halaman 161.
? Ibid
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ke!iha@nya diterima secara menyeluruh.

Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan: "Semua
berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak ini meliputi kebebasan
untuk mempertahankan pendapat tanpa paksaan dan untuk mencari, menerima dan
luaskan informasi dan ide-ide melalui media apapun dan tanpa melihat batasan".

Pasal ini merupakan basis atau dasar dari dua paragraf pertama pasal 116
Kovenan:’
1. Semua orang harus memiliki hak untuk mempertahankan pendapatnya tanpa

paksaan.

2. Semua orang harus memiliki hak atas kebebasan berekspresi; hak ini harus
meliputi kebebasan untuk mencari, menerima dan menyebarluaskan segala
jenis informasi dan ide tanpa melihat batasan baik secara lisan, tulisan atau
tercetak dalam bentuk seni ataupun melalui media lain sesuai pilihannya.

Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini ada tanpa terikat batasan wilayah.
Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dapat diterapkan tidak hanya dalam
satu negara saja tetapi berlaku secara internasional. Hak-hak ini adalah hak-hak
internasional. Tepat kiranya disini negara (pemerintah) dipahami sebagai sebuah
rechstaat dalam pengertian khusus yakni merupakan tatanan hukum yang relatif
sentralistik yang menetapkan bahwa yurisdiksi dan administrasi terikat oleh
norma-norma hukum umum, norma-norma yang diciptakan parlemen yang dipilih
oleh rakyat, kepala negara mungkin atau mungkin tidak berpartisipasi dalam

penciptaan ini anggota pemerintahan bertanggungjawab atas tindakan mereka,

* Ibid hlm 34.
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